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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto 
meskipun responden mengerti ataupun tidak tetap tidak ada pengaruh 
terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya anggaran 
daerah bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang di harapkan, 
sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan 
sasaran kinerja secara jelas. 
2. Pemahaman SAPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sistem 
akuntansi pemerintah daerah yang baik akan mendukung terlaksananya 
peraturan dan kebijakan dan mendukung semakin tingginya 
pemahaman yang baik bagi para pengelola keuangan 
3. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena pemerintah 
belum maksimal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik 
4. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman Sistem Akuntansi 
Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Mojokerto dari hasil tersebut disimpulkan bahwa 





B. Saran  
Sehubungan dengan penelitian di atas adapun saran dari peneliti adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan dapat menambah variabel 
sehingga dapat mengungkapkan variabel-variabel yang tidak ada dalam 
penelitian ini yang masih tergolong rendah sehingga peneliti selanjutnya 
masih dapat mencari faktor - faktor lain yang mempengaruhi kinerja 
pengelola keuangan. Peneliti selanjutnya juga dapat memakai indikator 
yang berbeda pada setiap variable yang ada. 
2. Para pengelola keuangan yang terdiri dari pegawai yang ada di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mojokerto 
memiliki latar belakang berbeda-beda atau tidak hanya berasal dari latar 
belakang ilmu akuntansi. Dengan demikian apabila pegawai yang bukan 
berasal dari ilmu akuntansi sehingga hendaknya dapat diberikan lagi 
pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi melalui 
pelatihan – pelatihan. 
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar memberikan perhatian pada 
beberapa hal diantaranya Kejelasan sasaran anggaran, Pemahaman 
SAPD serta Akuntabilitas. Selain itu kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mojokerto terutatama pada  Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah di Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu 
memberikan manfaat yang optimal bagi publik melalui program dan 
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